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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang
digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Barabai dalam mengabulkan
permohonan dispensasi kawin sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor
82/Pdt.P/2023/PA.Brb, yang secara nyata bertentangan dengan rekomendasi resmi
dari Dinas Sosial. Permohonan dispensasi ini diajukan oleh orang tua calon
pengantin yang masih berusia di bawah batas usia minimal perkawinan,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam kasus
ini, Dinas Sosial menyatakan bahwa kedua calon pengantin dinilai belum
memiliki kesiapan mental dan emosional untuk membina rumah tangga, serta
tidak merekomendasikan agar pernikahan dilangsungkan. Namun, majelis hakim
tetap memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan
adanya hubungan yang telah terjalin selama beberapa bulan dan kekhawatiran
akan terjadinya pelanggaran norma sosial maupun agama apabila pernikahan tidak
segera dilakukan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data utama
berupa dokumen hukum, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan,
serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa
dalam praktiknya, hakim memiliki diskresi yang luas dalam menafsirkan makna
“alasan sangat mendesak” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini menimbulkan ruang tafsir yang
cukup fleksibel bagi hakim, yang dalam kasus ini justru menimbulkan kontradiksi
antara pertimbangan yuridis dan rekomendasi profesional dari lembaga yang
kompeten di bidang perlindungan anak.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan yang bertentangan dengan
rekomendasi Dinas Sosial berpotensi mengabaikan prinsip perlindungan terbaik
bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara
pendekatan hukum yang diterapkan oleh hakim dan hasil kajian psikologis serta
sosial dari lembaga terkait, agar keputusan yang diambil tidak hanya sah secara
hukum, tetapi juga adil dan berpihak pada kepentingan jangka panjang anak.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis
dalam pengembangan hukum keluarga Islam dan perlindungan anak di Indonesia.
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